WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 974 /350 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI SEWA RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa dengan adanya Pandemic Corona Virus Disease (

Covid-19) yang penularannya di Kota Semarang cenderung
terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban
Jiwa dan kerugian materiil yang besar, dan telah berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,
maka diperlukan upaya untuk meringankan beban
masyarakat dengan memberikan Pembebasan Retribusi Sewa
Rumah Milik Pemerintah Daerah di Kota Semarang;

. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
di Kota Semarang, Walikota Semarang dapat memberikan
pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan

wajib retribusi;

. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka

perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang
Pembebasan Retribusi Sewa Rumah milik Pemerintah Daerah

di Kota Semarang;




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa
Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45 );

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
( Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6398);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5252);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan
Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

L1,

12,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

14/PERMEN/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa;




13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retrbusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 126);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota
Semarang;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Penghunian dan Persewaan atas Rumah Sewa milik

Pemerintah Kota Semarang;
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18.

19.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Rumah Susun Dan Rumah Sewa Pada Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 104);

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja dinas perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
65);

Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/
0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan
Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona
Virus Diseases (Covid-19) di Jawa Tengah,

Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B
/1395/440/111/2020 Tanggal 15 Maret 2020 tentang
Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan
Infeksi Corona Virus Diseases (Covid-19) di Kota Semarang;
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B
/1654/974.2/1V/2020 Tanggal 5 April 2020 tentang
Pembebasan Retribusi Penghuni Rumah Susun Kota
Semarang Periode Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Membebaskan Retribusi Sewa Rumah Milik Pemerintah

Daerah di Kota Semarang.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berlaku untuk seluruh hunian rumah sewa dan

rumah susun milik Pemerintah Kota Semarang.




KETIGA Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan 3 (tiga) bulan untuk bulan April, Mei dan Juni Tahun
2020.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal & Pyprl 2020

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

O© 0 N O U B+ W N =

. Ketua DPRD Kota Semarang;

. Wakil Walikota Semarang;

. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

. Inspektur Kota Semarang;

. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;

. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.




